
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pencairan Anggaran Pembentukan Dana Cadangan 
untuk Pernilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, 
akuntabilitas dan tertib administrasi pencairan 
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo guna pembentukan 
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu diatur tata cara pencairan dana tersebut; 

Menimbang a. bahwa guna menampung dana untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten 
Purworejo membentuk Dana Cadangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo; 
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4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Oaerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 



Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah, yang 

selanjutnya disingkat DP2KAD, adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENCAIRAN ANGGARAN PEMBENTUKAN DANA 
CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2009; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo [Lernbaran Daerah Kabupatcn 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17); 



5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 
yang selanjutnya disingkat Kepala DP2KAD, adalah Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 
yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas BUD. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPKD, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi 
dan tata usaha keuangan pada SKPKD. 

11. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPKD. 

12. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya 
disingkat Pilkada, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
Kabupaten Purworejo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih 
Bupati dan Wakil Bupati Pu.rworejo secara langsung. 

13. Dana Cadangan Pilkada, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan, 
adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupaten Purworejo. 

15. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu 
diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

16. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang merupakan Sadan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran PPKO, yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA 
PPKD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku 
Bendahara Umum Daerah. 



Maksud diterbitkannya Perturan ini adalah untuk memberikan 
pedoman dalam pencairan anggaran pembentukan Dana Cadangan 
dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan. 

Pasal 2 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO UNGKUP 

18. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

19. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pernbayaran. 

20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara 
Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, 
diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga subsidi, hibah, 
bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh Kepala Seksi Dana Bantuan pada DP2KAD. 

21. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PPKD selaku 
Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA/DPPA PPKD. 

22. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD selaku 
Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA/ DPA PPKD kepada pihak ketiga/ non pihak 
ketiga. 

23. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM. 

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
dltentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan, 

26. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan 
uang Dana Cadangan atas nama Dana Cadangan Pemerintah 
Daerah yang dikelola oleh BUD. 

27. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 



Pencairan Anggaran Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada DP2KAD 

mengajukan permohonan pencairan anggaran pembetukan Dana 
Cadangan Pilkada kepada Bupati Purworejo c.q. Kepala DP2KAD 
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan 

Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Daerah Kabupaten Purworejo; 

2. Peraturan Bupati Purworejo tentang Tata Cara Pencairan 
Anggaran Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; 

3. Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Besaran Dana 
Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo; dan 

4. fotokopi buku Rekening Dana Cadangan; 
b. Kepala unit kerja yang rnenangani pengeluaran pembiayaan pada 

SKPKD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
angka I rnengajukan pencairan dana dilengkapi dengan kwitansi. 

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan 
Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, 
rnenerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri 
dari: 
l. Surat Pengantar SPP-LS; 
2. Ringkasan SPP-LS; 
3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan 
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

d. Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana 
dirnaksud pada huruf c, dilakukan oleh PPK-SKPKD; 

Pasal 5 

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN 

BASHI 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah tata cara 
pencairan anggaran pembentukan Dana Cadangan dalam APBD. 

Pasal 4 

Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib 
administrasi dalarn pencairan pembentukan Dana Cadangan dari 
RKUD ke Rekening Dana Cadangan. 

Pasal 3 



(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. deposito; 
b. Sertifikat Bank Indonesia (SB!); 
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 
d. Surat Utang Negara (SUN); dan 
e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. 

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan 
penempatan dalam portofilio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcnambah jumlah Dana Cadangan. 

(1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada Rekening Dana 
Cadangan bclum digunakan scsuai dengan peruntukannya, dana 
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil 
tetap dengan resiko rendah. 

Pasal6 

e. Dalam ha! dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD 
menerbitkan SPM; 

f. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, PPK-SKPKD 
mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran 
SKPKD/ PPTK untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti; 

g. Dalam ha! PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk 
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM; 

h. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan 
SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi: 
I. Surat Pengantar SPP-LS; 
2. Ringkasan SPP-LS; 
3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan 
4. Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada 

huruf a angka 3. 
i. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, 

maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (Dua) hari 
kerja sejak pengajuan SPM ditcrima; 

j. dalarn ha! dokumen SPM dinyatakan tidak lcngkap dan/ atau tidak 
sah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D; 

k. Kuasa BUD menyerahkan SP2D sebagaimana dimaksud pada 
huruf j kcpada Bank Umum Pcmerintah yang tclah ditunjuk dan 
ditctapkan olch Bupati Purworcjo guna mcnyimpan Dana 
Cadangan; 

I. bcrdasarkan SP2D yang ditcrima, Bank Umum sebagaimana 
dimaksud pada huruf k mcmindahbukukan dana sesuai dengan 
besaran dalam SP2D, dari RKUD ke rekening Dana Cadangan; 

m. pencairan anggaran dalam rangka pembcntukan Dana Cadangan 
dilakukan dengan mckanismc pembayaran langsung (LS). 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NO MOR 119 SERI E NO MOR 56 

TRI HANDOYO 

Ttd. 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Oiundangkan di Purworejo 
pada tanggal 24 Ocscmbcr 2013 

MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 24 Desember 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

PENUTUP 

BAB IV 

Penatausahaan pengelolaan anggaran pembentukan Dana Cadangan 
dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan 
disajikan berdasarkan stander akuntansi pemerintahan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

 


